BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG

'PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA

INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3} Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun
Tetangga.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1I
Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495});



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF
RUKUN TETANGGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Bupati adalah Bupati Bengkayang.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia.
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6. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12.Kepala Desa adalah Pegjabat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat
melalui pemilihan Kepala Desa.

13. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang
kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan
desa.



14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
desa;

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;

16. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala seksi, Kepala Dusun.

17. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas
pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

19.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

20. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala
Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.

21.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan
Tetap.

22. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada
ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.

23. Insentif Rukun Tetangga adalah Bantuan kelembagaan yang digunakan
untuk Operasional rukun Tetangga.

24.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

BAB 1I
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan
tetap setiap bulannya.
(2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Desa.

(3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh
puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

(4) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit
50 % (lima puluh perseratus} dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per
bulan.

(5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak
berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.



BAB Il

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan selain
Penghasilan Tetap.

(2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
maupun Non Pegawai negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

Pasal 6
(1) Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Pengawasan.

(2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setiap bulan.

(3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 7

(1) Rukun Tetangga diberikan Insentif untuk Operasional Rukun Tetangga.
(2) Insentif Rukun Tetangga diberikan setiap bulan.

(3) Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapken sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Insentif Rukun Tetangga diberikan kepada Rukun Tetangga yang
berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

BABV
SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF
Pasal 9

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat desa dan Anggota BPD serta Insentif Rukun Tetangga di
Desa bersumber dari Belanja Operasional pada APB Desa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal Insentif RukunTetangga yang berkedudukan di Kelurahan
dibebankan pada APBD melalui pos Anggaran Kelurahan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh.

Pasal 12

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dikenakan Pajak Penghasilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal &6 Yqauay; 2015

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Januan 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BENGKAYANG,
TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR [

Salinan sesuai dengan aslinya
A-BAGIAN HUKUM
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